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2.1 Bank
2.1.1 Pengertian Bank

Istilah bank berasal dari bahasa Itali, “Banca” yang
berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di
pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau
penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga
perantara di dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan Undang-Undang Rl Nomor 10 Tahun 1998
tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud
dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas
lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam
bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan
dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak

terlepas dari masalah keuangan.

2.1.2  Jenis-Jenis Bank
1. Menurut Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan

menjadi 2 jenis yaitu:



a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa
yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh
jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya
dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank
Konvensional (commercial Bank).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.

2. Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemiilikan maksudnya adalah siapa yang memiliki

bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan

penguasa saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank
tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah
Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh
keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik
pemerintah antara lain:

1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)

3) Bank Tabungan Negara (BTN)



Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di
daerah tingkat | dan tingkat Il masing-masing Provinsi. Sebagai

contoh:

1) BPD DKI Jakarta
2) BPD Jawa Barat
3) BPD Jawa Tengah
4) BPD Jawa Timur
5) BPD Sumatera Utara
6) Dan BPD lainnya
b. Bank Milik Swasta Nasional
Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta
nasional serta akta pendiriannya pun dididrikan oleh swasta, begitu
pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.
Contoh bank swasta nasional antara lain:
1) Bank Muamalat
2) Bank Central Asia
3) Bank Bumi Putra

4) Bank Danamon

c. Bank Milik Koperasi
Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang
berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh: Bank Umum Koperasi
Indonesia.

d. Bank Milik Asing



Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri,
bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikiannya
dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain:
1) Deutsche Bank
2) American Express Bank
3) Bank Of America
4) Bank Of Tokyo
5) Bangkok Bank
e. Bank Milik Campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan
pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas
dipegang oleh warga negara Indonesia.
Contoh bank campuran antara lain:
1) Bank Sakura Swadarma
2) Bank Finconesia
3) Mitsubishi Buana Bank

4) Interpacific Bank

3. Jenis Bank Dilihat dari Segi Status
Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank
dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga
pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan
atau status bank ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam

melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun



kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai

berikut:

a. Bank Devisa
Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri
atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan,
misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers
cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi
lainnya. Per-syaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh
Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa
Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan
transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan
transaksi seperti halnya Bank Devisa.

4. Jenis Bank Dilihat dari Cara Menentukan Harga
Jenis bank jika dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga baik

harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah

bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari

keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank

yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode,

yaitu:

1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan
seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula dengan

harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan



2.1.3

dari

berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini
dikenal dengan istilah based.

2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan
atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau
presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan
istilah fee based.

Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah
Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga
produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip
konvensional. Bank berdasarkan hukum islam antara bank dengan
pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau
kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari
keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah
sebagai berikut:

1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (misyarakah)

3) Prinsip jual beli barang dengan memeperoleh keuntungan
(murabahah)

4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
(ijarah)

5) Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank

oleh pihak lain (ijarah wa igtina)

Fungsi Bank
Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat



untuk  berbagai tujuan atau sebagai Financial intermediary
(perantara di bidang keuangan). Fungsi bank diantaranya sebagai
berikut:

a. Penghimpun Dana

Dalam menjalankan fungsinya, bank sebagai penghimpun dana

memiliki  beberapa sumber yang secara garis besar ada

tigas sumber, vyaitu:

1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri yang berupa
setoran modal waktu pendirian.

2) Dana yang bersumber dari  masyarakat luas yang
dikumpulkan  melalui usaha perbankan, yaitu usaha
simpanan giro, deposito dan tabanas.

3) Dana vyang bersumber dari Lembaga Keuangan yang
diperoleh  dari  pinjaman dana yang berupa Kredit
Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu
dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi
persyarata.

b. Penyalur Dana

Dana vyang terdapat di bank disalurkan kembali kepada

masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-

surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
c. Pelayan Jasa Bank

Dalam menjalankan tugas sebagai pelayan lalu-lintas pembayaran

uang bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan diantaranya yaitu,

pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan



lainnya. Selain menghimpun dana dan menyalurkannya, bank dapat

juga berfungsi sebagai:

1) Agent of Truts (Lembaga yang landasannya adalah kepercayaan).
Dasar utama dalam kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust),
baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana.
Masyarakat mau menitipkan dananya apabila dilandasi dengan
kepercayaan. Masyarakat yang menitipkan dananya di bank
percaya bahwa dana mereka tidak akan disalahgunakan oleh pihak
bank, mereka percaya bahwa danannya akan dikelola dengan baik
dan pada saat yang telah dijanjikan mereka dapat ditarik kembali
dari pihak bank. Pihak bank pun akan mau menyalurkan dananya
kepada debitor apabila ada kepercayaan dan mereka yakin para
debitor tidak akan menyalahgunakan dana mereka dan para debitor
akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh
tempo dan debitor mempunyai niat baik untuk mengembalikan
pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2) Agent of Development (Lembaga yang memobilisasi dana untuk
pembangunan).

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter (peredaran
uang dan tingkat suku bunga) dan di sektor riil (kebijaksanaan
pemerintah di sektor perpajakan) tidak dapat dipisahkan. Kedua
sektor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor
riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter
tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan
dana dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut



memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi,
distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat
bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi  tidak  dapat
dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan
investasi-distribusi-konsumsi ini  tidak lain adalah kegiatan
pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
3) Agent of Services

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan
penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan
yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat
kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara
umum, jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang,
penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan

penyelesaian tagihan.

2.1.4 Perkembangan Perbankan di Indonesia

1. Periode 1988-1996
Dikeluarkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88), antara lain
berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah
menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan
menengah. Pada puncaknya, jumlah bank umum di Indonesia
membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada
tahun 1994-1995, sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
meningkat drastic dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada

tahun 1996.



2. Periode 1997-1998

Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988-1996 berbalik arah
ketika memasuki periode 1997-1998 karena terbentur pada krisis
keuangan dan perbankan. Bank Indonesia, Pemerintah dan juga
Lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi Kkrisis
tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang
menelan dana lebih dari 400 triliun rupiah terhadap 27 bank dan
melakukan pengambilalihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Secara
spesifik langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi Kkrisis
keuangan dan perbankan tersebut adalah:

a) Penyediaan likuiditas kepada perbankan yang dikenal dengan nama
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

b) Mengidentifikasi dan merekapitalisasi bank-bank yang masih
memiliki potensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan bank-
bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakannya.

c) Menutup bank-bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi
perbankan dengan melakukan merger.

d) Mendirikan Lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di
industri perbankan seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN).

e) Memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan
perbankan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23/1999
tentang Bank Indonesia yang menjamin independensi Bank Indonesia
dalam penetapan kebijakan.

3. Periode 1999-2002



Krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997-1998

memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan

di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan

dan mencegah terulangnya krisis. Langkah penting yang dilakukan

sehubungan sehubungan dengan itu adalah:

a)

b)

d)

Memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun rencana
implementasi yang jelas untuk memenuhi 25 Basel Core Principles
for Effective Banking Supervision yang menjadi standar internasional
bagi pengawasan bank.

Meningkatkan infrastruktur ~ sistem  pembayaran  dengan
mengembangkan Real Time Gross Settlements (RTGS).

Menerapkan bank guarantee scheme untuk melindungi simpanan
masyarakat di bank.

Merekstrukturisasi kredit macet, baik yang dilakukan oleh BPPN,
Prakarsa Jakarta maupun Indonesian Debt Restrukturing Agency
(INDRA).

Melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bank-bank
BUMN dan bank-bank yang direkap.

Meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru.

. Periode 2002-Sekarang

Berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak

dilaksanakannya program stabilisasi antara lain tampak pada pemberian

kredit yang mulai meningkat pada inovasi produk yang mulai berjalan,

seperti pengembangan produk derivatif (antara lain credit linked notes),



serta kerjasama produk dengan lembaga lain (reksadana dan

bancassurance).

2.1.5 Kesehatan Bank
1. Kesehatan bank
Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk
melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu
memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang
sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang
kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena
kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk
melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya, kegiatan tersebut
meliputi:
a) Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain
dan dari modal sendiri.
b) Kemampuan mengelola dana.
c) Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
d) Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan,
pemilik modal dan pihak lain.

e) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Pembinaan dan Pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa:



a)

b)

d)

Bank wajib memelihara tingkat Kesehatan bank sesuai dengan
ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen,
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan
dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai
dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam memeberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh
cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang
memercayakan dananya kepada bank.

Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan
dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan
bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya,
serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka
memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan
penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Bank Indonesia melalukan pemeriksaan terhadap bank, baik sacara
berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca,
perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasnnya, serta laporan berkala
lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

Menyadari arti pentingnya Kesehatan suatu bank bagi pembentukan

kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip



kehati-hatian dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu
untuk menetapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan
tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi
sehat, sehingga tidak merugikan masyarakat yang berhubungan dengan
perbankan. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank
Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari
penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.
Sesuai Lampiran dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP
Tanggal 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional perihal setiap penilaian tingkat

kesehatan bank umum.

. Pelanggaran aturan kesehatan bank

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank,
Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan
tujuan agar bank yang Dbersangkutan menjadi sehat dan tidak
membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam hal suatu bank
mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank
Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

a) Pemegang saham menambah modal.

b) Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank.

c) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.



d) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh
kewajiban.

e) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank
kepada pihak lain.

f) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank

kepada bank atau pihak lain.

2.2 Kredit
2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam artian luas kredit dapat diartikan sebagai kepercayaan dan
dalam bahasa latin kredit berarti “credere” artinya percaya. Maksud dari kata
percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit
bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.
Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan
sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Sebelum kredit diberikan, bank terlebih dahulu akan melakukan

analisis kredit pada calon debitur agar tidak terjadi kredit bermasalah



dikemudian hari. Analisis kredit yang dilakukan mencakup latar belakang
nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta
faktor-faktor lainnya.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat
membahayakan bank nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-
data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan.
Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan
sulit untuk ditagih atau macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah
merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian besar kredit
macet diakibatkan salah dalam menganalisis. Penyebab lainnya mungkin
disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh

nasabah.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit
Setiap pemberian kredit sebenarnya apabila dijabarkan secara
mendalam mengandung beberapa arti. Jadi dengan menyebutkan kata kredit
sudah terkandung beberapa arti. Atau dengan kata lain pengertian kata kredit
jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang
terdapat didalamnya.
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas
kredit adalah sebagai berikut:
a. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan
benar-benar diterima kembali di masa datang. Kepercayaan ini
diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian

penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.



Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang
terhadap nasabah permohonan kredit.

b. Kesepakatan
Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur
kesepakatan antara di pemberi kredit dengan si penerima kredit.
Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-
masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka
waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah
atau jangka Panjang.

d. Risiko
Adanya suatu tegangan waktu pengembalian akan menyebabkan suatu
risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu
kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini
menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah
yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja.

e. Balas jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut
yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan

biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.2.3 Jenis-Jenis Kredit
Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula

kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada



di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian
fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh
bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai
segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mecapai sasaran atau tujuan
tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.
Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat
dari berbagai segi adalah:
1. Dilihat dari Segi Kegunaan
Maksud jenis kredit dapat dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk
melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam
kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi
kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:
a. Kredit Investasi
Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan
usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa
pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan
biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu

perusahaan.



2.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan

produksi dalam operasionalnya.

Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah
bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan

pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi
investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasil barang atau jasa.
Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga
menghasilkan suatu baik berupa barang atau jasa.

Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai
secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan
jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai
oleh seseorang atau badan usaha.

Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk
kegiatan perdagangan dan biasanya digunakan untuk membeli
barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil
penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan
kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli

barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu



Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit
mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis

kredit ini adalah:

a. Kredit Jangka Pendek
Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang
dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan
untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah
Jangka waktu kreditnya antara satu tahun sampai dengan lima
tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank
mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka
panjang.

c. Kredit Jangka Panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang
yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini
digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet,
kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif

seperti kredit perumahan.



4. Dilihat dari Segi Jaminan
Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu
fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat
berhargaminimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari
segi jaminan adalah:
a. Kredit dengan jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu.
Jaminan tersebut dapat berbantuk barang berwujud atau tidak
berwujud. Artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi
senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
b. Kredit tanpa jaminan
Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang
tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha,
karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan
bank yang bersangkutan.
5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha
Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh
karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula.
Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:
a. Kredit pertanian
b. Kredit peternakan
c. Kredit pertambangan
d. Kredit industri
e. Kredit pendidikan
f.  Kredit profesi

g. Kredit perumahan



h. Dan sektor usaha lainnya

2.2.4 Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui
tahap-tahappenilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-
dokumen yang diperlukan, pemeriksaan ke-aslian dokumen, analisis kredit
sampai dengan kredit dikucurkan.

Tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal dengan nama
prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk
memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan
kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian
yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka
pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.
Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum
tidak jauh berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Perbedaan hanya
terletak pada persyaratannya dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan
oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur
pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman
perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula
ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan
hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Penilaian kelayakan kredit

4. Wawancara pertama



5. Peninjauan ke lokasi

6. Wawancara kedua

7. Keputusan kredit

8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

9. Realisasi kredit

2.3 Wanprestasi
2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk
(wanbeeher yang berarti pengurusan buruk, wanddad perbuatan buruk).
Menurut Subekti, apabila yang berhutang (Debitur) tidak melakukan apa yang
dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. la alpa atau lalai
atau ingkar janji.

Dikutip dari buku Yahman, (Yahya M; 2014; hal. 45) secara umum
wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau
dilakukan tidak menurut selayaknya. Debitur disebutkan dan berada dalam
wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam
perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat™ dari jadwal yang ditentukan atau
dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut ‘“sepatutnya atau
selayaknya”.

Jadi, wanprestasi merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh
salah satu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.
Wanprestasi (lalai atau alpa) dapat timbul karena; Kesengajaan atau kelalaian

debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (overmacht).

2.3.2 Bentuk Wanprestasi



Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang
debitur dapat berupa empat jenis yaitu:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menuruti perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah:
a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
b. Debitur memenuhi sebagian prestasi.
c. Debitur terlambat di dalam melakukan transaksi.
d. Debitur keliru dalam melaksanakan prestasinya.

e. Debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad.

2.3.3 Penyebab Debitur Wanprestasi
Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian
atau kesengajaan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-
syarat, yaitu sebagai berikut:
a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu

bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau
mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif” dan “subjektif”.

Obijektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga,



sedangkan unsur sebjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian

seorang ahli.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui
dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak
diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain,
cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan
kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui
akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Yang paling
mudah dalam menetapkan seorang melakukan wanprestasi adalah dalam
perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila
orang itu melakukannya maka ia melanggar perjanjian dan orang itu dapat

dikatakan wanprestasi.

2.3.4 Akibat Wanprestasi

Akibat-akibat terhadiap kelalaian atau kealpaan oleh debitur diancam

beberapa sanksi atau hukuman, ada empat jenis, yaitu:

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti
rugi.

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

c. Peralihan risiko.

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai di perkarakan didepan hakim.

2.3.5 Tindakan pencegahan wanprestasi

Upaya Pencegahan/Preventif yang dilakukan guna untuk mengurangi

tingkat gagal bayar (wanprestasi) yang dilakukan debitur agar pihak



perbankan tidak rugi dalam memberikan keditnya. Upaya yang dilakukan

pihak perbankan yaitu dengan melakukan pemantauan debitur secara berkala

(triwulan atau semesteran). Dengan adanya pemantauan debitur secara

berkala diharapkan dapat mencegah debitur wanprestasi.

2.3.6

Penyelesaian Wanprestasi

Upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan kredit macet diatur

dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang

Kualitas Aktiva Produksi tertanggal 29 Mei 1993 yang memiliki prinsip

penanganan yaitu dengan:

a)

b)

c)

Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

Merupakan suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap
beberapa syarat perjanjian kredit, baik itu berupa memperpanjang
waktu pembayaran kredit maupun penyerahan angsuran, atau jika
perlu penambahan kembali biaya kredit tersebut.

Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Merupakan perubahan sebagian maupun keseluruhan persyaratan
perjsnjian, yang tidak dibatasi kepada perubahan jadwal angsuran,
atau jangka waktu kredit. Upaya yang dilakukan itu seperti bunga
dijadikanutang pokok, penundaan pembayaran bunga hingga waktu
tertentu, penurunan suku bunga, serta pembebasan bunga jika debitur
tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.

Restructuring (Penataan kembali)



d)

Merupakan upaya bank kepada debitur dengan menambah modal
usaha yang mempertimbangkan usaha debitur yang ditambahkan
modalnya memang masih layak.

Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas.

Penyitaan Jaminan

Merupakan jalan terakhir bank dalam mengurangi kerugiannya
apabila nasabah sudah tidak memiliki itikad baik dan/atau tidak

memiliki kemampuan untuk membayar utangnya.



